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Rancangan perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah
dipersiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sejak Tahun 201 l, dan telah disepakati antara
Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil dari Pemerintah. Konsep peru-
bahan UU No. 32 Tahun 2004 adalah dengan memecah undang-undang tersebut ke dalam
tiga undang-undang berbeda, yakni undang-Undang tentang pemerintahan daerah, undang-
undang tenrang pemilihan kepala daerah, dan undang-undang tentang desa. Pada akhirnya,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disahkan sebagai pengganti dari UU No. 32 Tahun
2004. Undarg-undang ini berurutan pembahasan rancangannya dengan UU Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada), dan disetujui tepat setelah persetujuan DPR untuk RUU Pilkada.
Berbeda dengan UU Pilkada, debat mengenai substansi UU Pemda bam ini kurang beginr
mengemuka di hadapan publik. Padahal tujuan ulama perubahan adalah unnrk memperbaiki
berbagai kelemahan yang masih terdapat di dalam UU No. 32 Tahun 2004. Aspek-aspek
yang dianggap sebagai kelemahan UU No. 32 Tahun 2004 di antaranya adalah mengenai
konsep kebijakan desentralisasi da.lam negara kesatuan, hubungan antar pemerintah daerah
dengan masyarakat sipil, dan berbagai aspek lainnya dari penyelenggaraan pemerintahan dae-
rah yang belum dianrr.
Sebagian ahli beranggapan bahwa pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan
daerah berdasarkan UU ini semakin condong pada sistem otonomi materil. Selain condong
pada sistem otonomi materil, status sebagai perr+akilan pemerintah pusat yarrg pada UU sebe-
lumnya hanya diemban oleh Gubernur, kini juga diemban oleh Kepala Daerah Kabupaten/
Kota dalam konteks melaksanakan urusan pemerintahan umum. Artinya, setiap safuan
pemerintahan, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat KabupateIy'Kota, merupakzu-r objek
dekonsenrasi. Kondisi ini mengakibakan dipertanyakannya politik hukum otonomi daerah
yang terlrandung di dalam UU 23 Tahun 2014 yary seolah semakin mengarah pada sistem
sentralistik. Padahal, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal
18 adalah menjzLleurkan otonomi seluasJuasnya dalarn penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Proshiding ini berisi sebagian dari makalah dan abstrak yang dipresentasikan dalam
Simposium HTN yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kebqiakan Negara (PSKN) FH Un-
pad, untuk menjawab persoalan: apakah memang telah telah terjadi pegeseran daii desentrali-
sasi menjadi kemba.li pada pola sentralisasi (baca: Re-sentralisasi) P Sebagai sebuah wacana
ilrniah, banyak perspektif kritis yang dihadirkan oleh para penulisnya, dan beberapa di an-
taranya membenarkan ada kencenderungan re-sentralisasi pada UU No. 23 Tahun 2014.
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Abstrak
Pemerintahan daerah merupakan bagian dar i  s istem pemerintahan Negara Kesatuan
Republ ik Indonesia.  Hal in i  secara ekspl is i t  d iatur dalam Undang Undang Dasar Negara
Republ ik Indonesia Tahun 1945. Namun apabi la dicermati  prakt ik penyelenggaraan
pemerintahan di daerah sejak Negara Indonesia berdiri yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945
sampai saat ini Tahun 2015 ternyata sangat dinamis, berubah-ubah atau berbeda dalam
setiap rezim pemeritahan. Bahkan politik hukum pemerintahan daerah yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 menjadi salah satu problematika yang digulikan
sebagai tuntutan reformasi yang terjadi Tahun 1998. Setidaknya ada dua hal yang menjadi
perhat ian dalam memahami pol i t ik hukum pemerintahan daerah yai tu terkai t  dengan
hubungan kewenangan Pusat-Daerah dan juga terkai t  dengan kelembagaan pemerintahan
daerah. Apabi la di t in jau dar i  dua hal  tersebut dihubungkan dengan asas-asas
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka salah satu agenda reformasi yang harus
diwujudkan dalam pol i t ik hukum pemerintahan daerah adalah kebi jakan mengenai
desentralisasi kewenangan kepada daerah sekaligus kelembagaan daerah yang mampu
menjawab kebutuhan sebagai daerah yang otonom. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang keberadaannya menggantikan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 seharusnya semakin menegaskan penerapan asas desentralisasi agar daerah
memil ik kemampuan dan kemandir ian untuk melaksanakan pembangunan guna
mewujudkan Tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tulisan ini akan membahas secara komprehensif
mengenai hubungan kewenangan Pusat-Daerah, apakah lebih menguatkan atau sebaliknya
justru melemahkan aktualisasi asas desentralisasi, serta akan mengkaji mengenai
kelembagaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 yang apabila dicermati ada beberapa ketentuan yang justru berpotensi
menimbulkan masalah inkonsistensi  dan mult i  intepretasi .
ttt (Dr, sH, MH). Dosen Fakultas Hukum Universitas surabaya.
